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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 4
TINGKAT II MUSI RAWAS

NOMOR : 1 TAHUN 1979
TENTANG

A ‘
§ PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH
k ; TINGKAT II MUSI RAWAS

5 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
'+ ¢ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MUSI RAWAS

Mcdimbang : a. bahwa untuk kepentingan sejarah dan pembangunan Nasional

©0 «7. .  umumnya, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas khu-

.’,. susnya dipandang perlu adanya pénetapan Hari Jadi bagi Kabu-
- paten Daerah Tingkat II Musi Rawas :

¢ b. b&wa Maskah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat Il Musi
_ REWas "sebagai hasil kerja panitia Penetipan Hari Jadi Kabu-
- paten Daerah Tingkat II Musi Riawas yang dibéntiik déngan
- surat képlitusan Bupati Képala Daerah Tingkat II Musi Rawas
tanggal 28 Agustus 1978 Nomor 47/Kpts/Huk/1978, dipandang

«+ 4 *télah clikup memeéniithi facta sejarah ; '

c. bahwa Pénétapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II di-
‘mgksud pérlu diatur dengan Pératuran Daerah ;

""Me"ngingat . 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 teatang Polok-pokok P¢
‘ merintahan Di Daerah : :

ot .2 "‘Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan
' \‘ W Daerah Tingkat II Dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Ra'.yat Daerah Kabupaten
{ ~ Daerah Tingkat 11 Musi Rawas ;

ke
2 MEMUTUSKAN :

Menetaptan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH L OXAT
II MULSI RAWAS TENTANG PENETAPAN HARI JADI KA-
BUPATEN DAERAH TI'.GKAT 1I MUSI RAWAS

-
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BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal. I

‘ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derga:

Ba. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas : .
. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Musi Rawas :
“§d. Hari Jadi Kabupaten adalah, hari tanggal dan tahun m pertama Kkali
4  Daerah ini mendapat status Kabupaten.
¥ s BAB. II

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN
Pasal. 2

{, R

k(1) Hari Jadi Kébupatcn jatuh pada tanggal 20 April 1943

(
‘;(2) Naskah hari Jadi Kabupaten adalah sejarah authentik bagi Pemerintah
L Daerah dan Warga Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Riwas

Pasal 3.

(1) Hari Jadi Kabuvaten sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Pera-
< turan Daerah ini harus diperingati dan dirayakan oleh seluruh lapisan
masyarakat dalam Daerah.

(2 Peringatun dan Perayaan tersebut pada ayat (1) pasal ini diseleaggarakan/
Keoofe E g_i}ak.sanakan ~ditiap-tiap Ibukota :

= 7 2. Kabupaten

‘ b. Kecamatan

, : c. Marga

- iterkecuali dalam hal dimana Ibukota Kabupaten merupakan Ibukota Kecamatan
\dan Marga‘x, perinzatan dan perayaan dipusatkan di Ibukota Kabupaten dan jika
Ibukota Kecamatan merupakan Ibukota Marga Peringatan dan Perayaan dipu-
satkan di Ibukota Kecamatan.
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b Pada hari Peringitan dan Perayaan Hari Jadi Kabupaten supaya kantor-
| kantor Pemerintah, Dinas Jawatan dan rumah — rumah penduduk dalam
lingkungan Daerah mengibarkan Bendera Merah Putih, satu hari penuh
dari jam 035.00 s/d 18.00 W.LB.

Pasal 4

\da upacara perayaan dan peringatan dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diatas,
bacakan Naskah »Riwayat Sihgkat Hiri Jadi Kabupaten” sebagaimana ter-

Pasal 5

kah Riwayat Singkat Hari Jadi Kabupatin adalah sebagai berikut ;
' [MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA.

qulé&;nan ‘Keésultznan Palembang melawan penjajahan Belanda walaupun
| erak.lir pada tahun 1825 namun dalam arti perjuangan masih terus ber -
langsung Kexuisaan Pemerintah Hindia Belanda selanjutnya mengadakan
. onderdritking's expedetie kedaerah {iluan Palembang, Sekitar tahun 1866
; perlawanan Benteng Jati dan 6 (enam) Pasirah dari Daérah Pasemah Lebar
| ('agar Alam) dapat dipatahkan dan untuk selanjutnya Pemerintah Hindia
| Belanda menyusun Pemerintahan didaerah-daerah yang telah dapat dikuasai.

- §/istim Pemerintahan dianut syistim sentralisasi, kemudian atas dasar réaksi
. terhadap tuntutan zaman dan gerakan politik dikembangkan syistim Peme-
demikian tekanan syistim sentralisasi tetap di

i riitahan dekonsentrasi namun
- pertahankan.

Bagi Kemudahan Pembinaan Wilayah Daerah Karesidenan Palembang
. divagi dalam beberapa afdelingen (Kabupaten) yang masing-masing dikepalai
. olch seorang Assisten Resident : afdelingen tersebut adalah.

|, Afdéling Banyu Asin en Kubustreken déngan Ibu Kotanya Palembang

2. Afdeling Palembangsche Beneden Landén dengan Ibu Kotanya Batu Raja
en Landen dengan Ibu Kotanya Lahat.

3. - Afdeling Palembangsche Eov
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Tiap-tiap afdeling membawahi Onderafdeling yang masing-masing dikepalai
oleh Controleur, Sédangkan Onderafdeling ada diantaranya yang dibagi da-
lam Onder—districten. Daerah Onder district dikepalai oleh sedrang Demang.

Adapun Daerah Musi Rawas padi waktu itv termasuk dalam afdeling

_ Palembangsche Boven Londen, yang terdiri dari :

- — Onderafdeling Lematang Ulu Ibu Kota Lahat ;

- Ondetafdeling fanah‘ Pasemah Ibu Kota Bandar ;

' "-”;";&sfld:rgfdeling Leinatang Ilir Ibu Kota Muara Enem ;

"’ Onderafdeling Tebing Tinggi Empat Lawang Ibu Kota Tebding Tinggi :

- Onderafdéling Musi Ulu Ibu Kota Muara Beliti :

- Onderafdeling Rawas Ibu Kota Surulangun Rawas ;
Ondéf;ffaéﬁﬁg Musi Ulu dibagi dalam 2 Onder districten yaitu :
1. Onder district Muara Beliti dengan Ibu Kota Muara Beliti ;
2. Onder district Muara Kélingi Ibu Kota Muara Kelingi.

Dalam tahun 1907 pembagian Onderafdeling tersebut dihapuskan dan di

kembalikan kepada sudtu Onderafdeling yaitu Onderafdeling Musi Ulu.

Dengan dibukanya jaringan jalan Kereta Api Palembang-Lahat-Lubul
Linggau (1928-1932), dimana dusun Lubuk Linggau merupakan Stasiun tera-
khir Kereta Api, dan jalan Kereta Api tersebut tidak melalui Muara Beliti,
maka kedudukan Muara Beliti ditin Sy dari sudut praktis bestuurlijk (Pe-
merintahan) tidak dapat dipertahank:: lagi sebagai Tbukota Onderafdeling,
oleh karenanyd Lubuk Linggau mulai diperluas dan pada tahun 1933 Ibu
kota Onderafdeling dari Muara Beliti dipindahkan ke Lubuk Linggau.

Marga-Marga yang masuk Onderafdeling Musi Ulu dan Rawas adalah :
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A. MUSI ULU :

I. Sindang Kelingi Ilir ;

2. Proatin V:

3. Suku Tengah Lakitan Ulu :
4. Batu Kuning Lakitan

5. Tiang Pungpung Kepungut :
6. Proatin XI;

7, Bulang Tengah Suku Ulu :

8. Bulang Tengah Suku Tengah
-9, Bulang Téngah Sémangus :

10. Sikap dalam Musi.

B. RAWAS

1. Ulii Rawas :

Suku Pindah Ulu ;

Rupit

Rupit 1lir 3

Rupit Tengah :

Rupit Dalam :

Suka Pindah Ilir :

8. Suka Pindah Tengah.

1I. MASA PEMERITAHAN JEPANG

— Pada tanggal 17 Pebruari 1942 Jepang menduduki Lubuk Linggau, Contrdl Contrdl
leur DE MEY dan Aspu'ant Céntrdleur CHAN GATE, menyerahkdn Ja-
batannya pada Pemerintah Jepang.
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— Dibawah Pemerintahan Militer Jépang Pegawai-psgawai ditiap-tiap Ins-
tansi ditetapkan supaya bekerja seperti biasa dan pada tanggal 1 Maret
1942, masing-masing pegawai tersebut diberikan surat pernyataan dari
Panglimd DAI NIPON yang menyatakan tetap bekerja seperti biasa.

— Konstelasi Pemerintahan Militér Jepang spsuai dengan keutuhan perang
dan penguasaan wilayah adalah juga berdasarkan syistim sentralisasi.
Struktur Qrganisasi Pemerintahan atau pembagian wilayah boleh dikatakan

sama, hauya mengalami perobahéin nama yaitu :

"-'I'.y::?.“: -'Syu = Keresidenan ;
— Bun Syu = Kabupaten (Afdeling) :
5 - Song = Marga:
“ '~ Mulai tanggal 20 April 1945, nama-nama Instansi dan Jabatan Pegawai

diganti msnurut nama Instansi/Jabatan Pemerintah Jepang. ;
» a. Onderafdeling Musi Ulu diganti dengan nama Musi Kami Gun :

b. Onderafdeling Rawas, diganti dengan nama Rawas Gun :

c. Kepala Pemeritahannya untuk Gun tersebut disebut Gunco

* - Sejak tanggal 20 April 1943 tersebut kedua wilayah Kami Gun dan

Rewas Gun digabung menjadi Wilayah Kabupaten (Bun Syu) yang di
pimpin oleh seorang yang disebut BUN SYUCO (Sidokang=Bupati) dan
untuk pertama kalinya oleh Pemerintah Jepang ditunjuk BUN SYUCO
adalah KATO. kemudian Bun Syuco Kato diganti Bunsyuco Sawada. Pada
masa Sawada iri ditunjuk RADEN AHMAD ABUSAMAH sebagai wakil
Bun Syuco (Bun Syuco Dairi) dari bangsa Indonesia, dan pada masa Bun
- | Syuco Sawada itulah kekuasaan Pemerintah Jepang di Musi Rawas dj
ambil alih oleh Bangsa Indonesia yang dipimpin oleh RADEN AHMAD

ABUSAMAH.-




v
5N

1II. MASA KEMERDEKAAN : ,

— Setelah Proklamasi- Kemerdekaan Republik Indoaesia 17 Agustus 1945
Pemerintaban Bun Syuco diambil atas nama Pémerintah Republik Indo-
nesia oleh Bun Syucs Dairi RADEN AHMAD ABUSAMAH, yang
selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Wilayah dengan pangkat Bupati
Wilayah Bun Syit Musi Ulu Rawas tetap utuh tidak mingalami peru
bahan ( Dasar Keputusan Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945) dan
sebagai Bun Syuco/Bupati masih tetap RADEN AHMAD ABUSAMAH.
selanjutnya diganti oleh Bupati AMALLUDIN. S=bagai kélengkapin pe
rangkat Pemerintah Daerah pada bulan Nopember 1945 dibentuk Komite
Nasional Daerah yang diketahui oleh Dr. SOEPA’AT

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1/1945 wilayah Pulau Sumatera
hanya terdiri dari satu Propinsi dan buat Pertama kalinya sebagai Gubérnur
Sumatera adalah Sdr. TM. HASAN
Gubernur Sumatera membawahi 10 (Sepuluh) Keresidenan diantaranya
= N termasuk Keresidenan Palembang dengan Résiden pirtamanya adalah Dr.
S . AK. GANI
Karena lilasnya Daerah Siimatera maka untuk lancarnya roda Pemerintah-
an diambil syistim membagi dalam 3 SUB Propinsi yang masing-masing
dipimpin 8léh Gubérnur Muda
Untuk Sub Propinsi Sumatera Bagian Selatan diangkat Gabérnur Mudanya
#  adalah Dr. A.K. GANI dan Residen Palembang ditunjuk Dr. M. IS A

Keresidénan Palembang meliputi :

- Kabupaten Musi Banyu Asin :
Kabupaten Ogan Komering llir

Kabupaten Ogan Koméring Ulu !
Kabupaten Lahat :

Kabupaten Musi Ulu Rawas :

- Kota Praja Palembzng.
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Tahap perjuingan perang melawan penjajah yang akan kembali menguasai
Tanah Air kita, dimana telah terjadi pertempuran 5 hari 5 malam ( 1 s/d
5 Jaauari 1947) di Palembang. Dipandang dari segi taktis perjuangan,
pusat Pemerintahan Karesidenan Palembang kemudian dipindahkan ke
Lahat. Pada waktu berkobarnya clash I ( 21 Juli 1947), demi kemenangan
perjuangan, Résiden Palembang A. ROZAK memindahkin lagi pusat pe
merintahan dari Lahat kekota Lubuk Linggau ( 23 Juli 1947) Ibu Kota
Kabupaten Musi Rawaas.

- Peraoentukan Daerah Otonom Tingkat II :

Dasar Hukum Pemerintah Daerah Tingkat II yang sudahada sebelum
kemerdekaan, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 1
tihun 1945 tentang Pemerintahan Daerah, kémudian Undang-undang
Nomor 1 tahun 1945 diganti dengan Undang-undang Nomdr 28 tahun
1948 Sélanjutnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 disempurnakan
dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan penetapan Presiden
Nomor 6 tahun 1959

Setelah berakhirnya phisik tahun 1950 Pcmerintah berangsiir-angsur
- menyempurnakan kédudukan Daerah Otonom, guna melancarkan
jalannya Pemerintahan Kabupaten-Kabupaten Otonom diperliikan segéra
memberikan Dasar Hukum.

Untuk Daerah Propinsi Sumatera Selatan dengan Undang-undang Darurat
Nomor 4 tahun 1956. Undang-iindang Darurat mana kemudian ditétap’can
sebagai Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 1959
tentang pembentukan Daerah Tingkat II yang terdiri dari 18 Kabupa
ten/Kotapraja, diantaranya Musi Rawas dengan nama Daerah Tingkat
11 Musi Rawas dengan bftas-batas sebagaimana dimaksud dalam kete-
tapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 20 Maret 1950
Nomor Gb./100/1950.

IV. HARI JADI KABUPATEN :

Dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa Sejarah perkembangan Pemerin
tahan di wilayah Sumatera Selatan, maka didapat Lesimpulan :
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. Bahwa Kabupaten Musi Rawas "de ficto” sudah ada/lahir pada masa
pemerintahan Jepang, yakni dengan disatukannya Musi -Kami Gun
dan Rzwas Gun sebagai Bun Syu pada tanggal 20 April 1943 ;

. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pemerintahan Kabu-
paten Musi Ulu Rawas tetap berlangsung dengan Bupati RADEN AHMAD

ABUSAMAH ;

. Dari masa perjulingan disebutkan pada masa clash I Residen Palembang
pada tanggal 23 Juli 1947 memindahkan pusat Keresidenan dari Lahat ke
Lubuk Linggau Ibukota Kabupaten Musi Rawas ;

. Dari segi "yuridis” Daerah Tingkat II Musi Rawas baru dibentuk dengan
Undang-Undang Darurat tanggal 14 Nopember 1956 Nomor 4 tahun 1956
ditetapkan sebagai Undang-undang tanggal 26 Juni 1959 Nomor 28 tahun
1959.

Berdasarkan fakta-fakta diatas jélas, bahwa Kabupaten Musi Rawas sudah
ada/lahir jauh sebelum Undang-undang Pembentukannya.

Dipandang dari segi hari jadi adalah hari mula pertama kelahirannya, sérta
untuk tidak mengaburkan kebenaran sejarah, bahwa dua Wilayah Adminis-
tratif Kewedanaan Bun Syil yakni Musi Ulu dan Rawas digabungkan me
rupakan satu kesatuan Wilayah Kabupaten térjadi pada tanggal 20 April
1943, maka Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas adalah tanggal 20 April 1943

BAB IIL

% PENETAPAN PEGAWAI DAN ATAU PAMONG DESA TELADAN DAN
¥ PEMBERIAN HADIAH, |

- Pasal 6.

, (1) Pada tiap-tiap Peringatan dan Pérayaan Hari Jadi Kabupatén akan dite-
' tapkan beberapa orang Pegawai dan atau Pamong Desa Teladan dan kepada
mereka akan diberikan hadiah.

""'(2) Pegawai dan atau Pamcng Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan
diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah.
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B A B IV.
KETENTUAN - PENUTUP
Pasal 7.
' Hal-hal lain yang mengenai pelaksanaan Pératuran Daerah ini akan diatur

dengan Surat Keputusan Bupati Képala Daerah.
Pasal 8

Peraturan Daerah ini disebiit Pératuran tentang HARI JADI KABUPA-

TEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertima sesudah di Undangkan

dalam Lembaran Daerah Tingkat II Musi Rawas.-

LUBUK LINGGAU, 6 MARET 1979
BUPATI KEPALA DAERAH -
TINGKAT II MUSI RAWAS

ttd.

M)
v

DEWAN PERWKILAN RAKYAT
'DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK. II MUSI RAWAS
KETUA
ttd.

( H. MOCHTAR AMAN)

DISAHKAN :

an Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS
Tanggal 22-3-1979 Nomor 170/KPTS/1X/1979
Sekretaris Wilayah/Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum, Organisasi
dan Tatalaksana
1 ta.

( TOHA MAKSUM)

Deng

(NUNG ROZALI SH.)
NIP. 010059546
% DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Musi Rawas
Nomor: 2 th. 1979 pada tanggal 24-3-1979
Seri : D. nomor 2
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
ttd.

(Drs. ADIOS EFFENDY)
NIP, 010016279




